
Islamic law sociologically and culturally at-
tached and inherent to Indonesian society,
therefore Islamic law in Indonesia is regarded
as the living law among society. In its history,
Islamic law in Indonesia is dialectic continu-
ously according to legal politic policy of the
ruling government. This article is intended to
describe and analyze development of Islamic
law in Indonesia and its relation to social and
political configuration. By using legal socio-
logical approach, this article concluded that
in the history of Indonesia, social configura-
tion formed political configuration in parlia-
ment, then its political configuration influ-
enced the character of laws produced. In the
other word, legal reform, especially Islamic law
in Indonesia was much influenced by its so-
cial and politic configuration. However, Is-
lamic legal reform through structural ap-
proach, that is formalizing Islamic law as posi-
tive law, in fact reduced Islamic values. There-
fore, cultural approach to socializing Islamic
law among Indonesian society is better option
that must be done, replacing structural ap-
proach which is stiff and static.
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Realitas Hukum Islam
Dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia

(Perspektif Sosiologi Hukum Tentang Perkembangan
Hukum Islam di Indonesia)

Bani Syarif Maula

A. Pendahuluan
Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, baik secara hori-

zontal maupun vertikal. Secara horizontal ia terdiri atas pelbagai penganut
agama dan kelompok etnis yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara,
di samping itu terjadi pula persilangan antara agama dengan kelompok etnis
penganut agama itu. Sedangkan secara vertikal, ia terdiri atas masyarakat
rural dan masyarakat urban, serta diferensiasi keahlian dan pekerjaan yang
semakin berkembang secara tajam. Pelbagai satuan masyarakat itu masing-
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masing memiliki karakteristik, baik struktur maupun pola kebudayaannya.
Kemajemukan masyarakat itu terlihat dalam tatanan hukum sebagai
kelengkapan dalam sistem hukum nasional. Di antara tatanan hukum dalam
masyarakat Indonesia adalah hukum Islam.

Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang
mengalir dan telah berurat akar pada budaya masyarakat Indonesia, karena
itulah hukum Islam tergolong sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat
(the living law). Bukan saja karena hukum Islam merupakan entitas agama
yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, akan tetapi dalam dimensi
amaliahnya hukum Islam telah menjadi bagian tradisi (adat) masyarakat
yang terkadang dianggap sakral. Dalam sejarahnya, hukum Islam di Indo-
nesia itu selalu mengalami dialektika sesuai dengan visi dan misi politik
hukum penguasa. Visi politik hukum VOC (Pemerintahan Pedagang Belanda)
terhadap hukum Islam tentu berbeda dengan politik hukum penguasa Hindis
Belanda (pemerintah kolonial), dan berbeda pula dengan masa setelah
merdeka, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru.

Adanya visi dan misi dalam bentuk politik hukum penguasa seperti
- itulah, hukum Islam dalam perjalanan sejarahnya selalu mengalami pasang

surut. Akibat dari penjajahan Belanda yang menerapkan teori receptie, maka
hukum Islam telah "dikebiri" yang pengaruhnya masih membekas kuat
sampai Indonesia merdeka. Umat Islam berusaha untuk menghilangkan
pengaruh teori receptie tersebut sejak masa kemerdekaan untuk
mengembalikan peran hukum Islam sebagai hukum yang diberlakukan bagi
masyarakat Muslim Indonesia (menjadikan hukum Islam sebagai hukum
positif).

Makalah ini hendak menyoroti persoalan hubungan pengaruh timbal
balik antara konfigurasi masyarakat Muslim dan kekuatan politik di Indo-
nesia dengan pembaharuan hukum Islam, yakni mengkaji realitas hukum
Islam dalam konfigurasi sosial dan konfigurasi kekuatan-kekuatan politik
bangsa yang selalu memberikan pengaruh kepada gerak perkembangan dan
pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Lebih dominan mana antara

Cik Hasan Bisri, "Kristalisasi Gagasan dan Istilah Hukum dalam Penyelenggaraan
Peradilan Agama", dalam Mimbar Studi Jurnal Ilmu Agama Islam, Bandung; IAIN
Sunan Gunung Djati, No. 3 tahun XXII, Mei-Agustus 1999, p. 81.
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variabel-variabel filosofis yang terambil dari perkembangan sosial, dengan
kekuatan politik penguasa, mampu berbicara banyak di lapangan praktis
administratif hukum. Karena ada sementara pendapat yang menyatakan
bahwa kekuatan politklah yang sangat berdekatan, juga sangat sukar untuk
dilepaskan, dengan bidang administrasi hukum. Jika ini benar, berarti
realisasi hukum Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh situasi politk
bangsa, daripada oleh perkembangan dan perubahan masyarakatnya. Akan
tetapi, bukankah situasi politik sangat berkaitan erat dan dapat dipengaruhi
oleh perkembangan sosial yang dapat membentuk konfigurasi kekuatan-
kekuatan politik di suatu negara? Dari sinilah muncul siklus: konfigurasi
sosial akan membentuk konfigurasi kekuatan-kekuatan politik di parlemen,
dan konfigurasi politik itu akan menghasilkan karakter suatu produk
hukum. Dari titik inilah makalah ini hendak dikaji.

Berpedoman pada persoalan-persoalan yang disoroti sosiologi hukum,
seperti pengaruh perubahan sosial dan politik terhadap hukum dan
sebaliknya, maka makalah ini difokuskan pada kajian sosiologi hukum yang
dalam hal ini berarti suatu metodologi yang secara teoretis analitis dan empiris
menyoroti pengaruh gejala sosial, dalam hal ini konfigurasi sosial dan politik,

241terhadap hukum Islam di Indonesia. Juga perlu dipertegas terlebih dahulu
istilah "hukum Islam". Yang dimaksud dengan istilah "hukum Islam" dalam
makalah ini adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan
sumber dan ajaran Islam, di luar bidang ibadah dan hukum pidana Islam
(jinayah). Istilah "hukum Islam", dalam penggunaannya, tidak selalu sama
dengan istilah-istilah fiqh, syart'ah, al-qanun al-Islamy ataupun al-liukm
al-syar't yang dalam ilmu fiqh dan us.Hl al-fiqh istilah-istilah tersebut
mempunyai artinya sendiri. Dalam konteks hukum positif di Indonesia
istilah "hukum Islam" digunakan, tampaknya, hanya untuk membedakan
dari hukum adat dan hukum Barat. Pembedaan tersebut untuk
menunjukkan bahwa hukum tersebut adalah hukum yangberasal dari agama
Islam.

"Mob. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, p. 13-14.
Idhat Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, cet.7 (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 1994), p. 11-21.
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B. Kerangka Teoretik dalam Memahami Hukum Islam di Indonesia
Pemahaman tentang hukum Islam haruslah berangkat dari satu asumsi

dasar bahwa sesungguhnya hukum Islam bukanlah sistem hukum matang
yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana
halnya dengan sistem-sistem hukum lain, hukum Islam tidak lain adalah
hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya.
Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan
sosiologis dan juga historis terhadap kajian hukum Islam.

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa masyarakat Indonesia
merupakan masyarakat yang plural, baik secara horizontal maupun vertikal,
bukan saja karena perbedaan suku bangsa dan agama, tetapi di kalangan
orang-orang yang beragama Islam sendiri pun terdapat pluralisme yang
ditandai dengan adanya kelompok-kelompok dan kesatuan-kesatuan sosial
yang berbeda.

Di era kemerdekaan, saat seluruh bangsa Indonesia dipimpin oleh
satu otoritas politik, pluralisme agama dan kultur bangsa Indonesia tersebut
pada akhirnya akan menimbulkan tarik-menarik antara satu kepentingan
dengan kepentingan yang lain, terutama dalam upaya pembentukan dan
pembinaan hukum nasional. Dalam keadaan seperti ini, cengkeraman politik
terhadap hukum tidak terelakkan. Indikasi ini ditemui pada proses
pelaksanaan hukum, di mana pihak-pihak yang berkepentingan berusaha
mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yang sudah berbentuk hukum,
sejalan dengan kepentingan kekuatan serta searah dengan faktor masa dan
ruang (time and space factors) yang mengelilinginya.

Pembahasan faktor-faktor tersebut (time and space factors) didasari
oleh tesis N.J. Coulson yang menyatakan bahwa hukum senantiasa hidup
dan berkembang sejalan dengan laju perkembangan suatu masyarakat, baik
dari segi sosio-kultural maupun politik. Secara sosiologis bisa dilihat bahwa
implementasi cita hukum dan kesadaran hukum turut dibentuk oleh
konfigurasi sosial dan politik yang berkembang dalam tataran kehidupan

Arbi Sanit, Swadaya Politik Masyarakat: Telaah Tentang Keterkaitan Organisasi
Masyarakat, Partisipasi Politik Pertumbuhan Hukum dan Hak asasi Manusia (Jakarta:
Rajawali Pers, 1986), p. 84.

N.J. Coulson, A History of Islamic Law (Edinburgh: Edinburgh University Press,
1991), p. 1.
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kemasyarakatan, termasuk yang dikembangkan oleh rezim suatu
pemerintahan. Karena itulah institusi sosial apapun tidak bisa melepaskan
diri dari pengaruh lingkungan sosial dan politik yang mengitarinya, baik
hukum itu sendiri maupun lembaga-lembaga sosial lainnya, termasuk hukum
Islam dan lembaga pengadilan agamanya. Apalagi N.J. Coulson juga
berpendapat bahwa salah satu bentuk pembaharuan hukum Islam adalah
adanya upaya kodifikasi hukum Islam menjadi perundang-undangan
negara. Hal ini tentu tidak akan sepi dari faktor-faktor politik yang
mempengaruhi upaya kodifikasi hukum Islam tersebut.

Mengkaji atau meneliti faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya
suatu hukum, sangat berkaitan erat dengan perubahan-perubahan sosial
yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat, baik itu perubahan yang
disebabkan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun
karena perubahan kondisi politik dan kebijakan pemerintah. Antara upaya
perubahan hukum di satu pihak dan tuntutan perubahan sosial di pihak
lain terdapat suatu interaksi. Hukum, secara langsung atau tidak, pasti
dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial, sedangkan perubahan-
perubahan sosial itu harus diberi arah oleh hukum sehingga dapat
mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia. Dalam ilmu
sosiologi hukum, hukum dalam posisi tersebut dituntut dapat memainkan
peranan ganda yang sangat penting. Pertama, hukum dapat dijadikan sebagai
kontrol sosial (social control) terhadap perubahan-perubahan yang
berlangsung dalam kehidupan manusia. Kedua, hukum dapat dijadikan alat
rekayasa sosial (social engineering) dalam rangka mewujudkan
kemaslahatan manusia sebagai tujuan hakiki dari hukum itu sendiri. Tujuan
yang demikian itu terdapat pada semua sistem hukum, termasuk hukum
Islam.

TBentuk lainnya dari pembaharuan, menurut N.J. Coulson, adalah munculnya
prinsip takhayyur di mana kaum Muslimin bebas memilih pendapat para imam mazhab,
munculnya upaya untuk mengantisipasi perkembangan peristiwa hukum yang baru
dengan mencari alternatif-alternatif hukum dengan menggunakan prinsip-prinsip
hukum yang luwes dan elastis, serta timbulnya upaya perubahan hukum dari lama
kepada^yang baru aesuai dengan masyarakat yang bersifat dinamis. Lihat ibid., p. 149.

Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, p. 107.
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Dalam hal hukum berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, berarti
hukum dilihat sebagai sarana untuk mempertahankan stabilitas sosial.
Hukum berfungsi demikian karena tertinggal dari perubahan sosial. Adapun
dalam hal hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat
(social engineering) berarti hukum dilihat sebagai sarana pengubah struktur
sosial, yakni apabila perubahan sosial terlambat dari perubahan hukum,
sehingga hukum, dengan segala perangkatnya, memainkan peran untuk
membawa mayarakat ke dalam suatu tatanan baru yang dianggap lebih
maslahat dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat itu sendiri.

Tentang pentingnya konteks sosial, dalam sejarah hukum Islam (tartkh
tasyrt') dapat dilihat dari para fuqaha' pendiri mazhab, seperti Malik ibn
Anas, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal. Asy-Syafi'i dengan
qauljadtd dan qaul qadtm, Malik dengan maslahah mursalah, dan Abu
Hanifah dengan pemikiran rasionalnya, menunjukkan betapa interaksi
dialogis mereka dengan konteks sosial setempat di mana mereka hidup dan
berpikir dapat mempengaruhi produk-produk hukum yang dihasilkannya.
Praktek-praktek adat yang hidup dalam masyarkat, secara general, juga
diadopsi oleh Islam sebagai sarana pembangun dalam tata aturan hukum
Islam yang baru, hal ini dilakukan jika praktek adat tersebut tidak
bertentangan dengan ajaran Islam asli yang tertuang dalam al-Qur'an dan
Sunnah Nabi SAW. Para ahli hukum Islam (u§uUyyun) sejak masa awal
sesungguhnya telah menyadari masalah pengaruh hukum adat terhadap
hukum Islam. Walaupun mereka tidak memandang adat sebagai dalil
hukum yang independen, namun para ulama usul tersebut menyadari
keefektifan adat dalam proses interpretasi hukum Islam dari sumbernya
yang asli. Dalam usul al-fiqh, adat Curf) diterima sebagai dalil hukum yang
dikembangkan dari penalaran (ra'y) di sampingqiyds, istihsan dan istisfah.
Dengan kata lain, hukum adat mempunyai tempat dalam hukum Islam

Sutjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial (Bandung Alumni, 1983), h.
193-194, lihat juga Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, p. 107-125.

"Muhammad 'All al-Sayis, Tdrikh al-Fiqh al-Islamt (Mesir: Matba'ah al-Nahdah,
1957), p. 104, lihat juga Husain Hamid Hassan, Al-Madkhal li Dirdsah al-Fiqh al-
Islamt (Mesir: Matba'ah al-Nahdah, 1081), p. 33.

Tihat Ahmad ibn Idris al-Qarafl, Syarh Tangth al-Fusul ft Ikhtis&r al-Mahsul ft
al-UsOl (Kairo: Maktabah Wahbah, 1393/1973), p. 337.
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sepanjang tidakbertentangan dengan sumber hukum primer, yaitu al-Qur'an
dan Sunnah Nabi SAW11

Akhirnya dapat dikatakan bahwa fiqh merupakan hasil dari suatu
proses dialogis antara pesan-pesan samawi dan kondisi aktual bumi. Fiqh
memiliki watak sosiologis di samping watak teologis. Adanya qaul qadim
dan qaul jadid-nya asy-Syafi'i bagaimanapun merupakan bukti bahwa kultur
setempat memberikan pengaruh kuat terhadap pendapatnya. Timbulnya
ahl al-ra'y yang dipelopori oleh Abu Hanifah di Irak dan ahl al-hadith yang
dipelopori oleh Malik ibn Anas di Madinah juga merupakan bukti lain dari
kuatnya pengaruh sosial budaya dalani pembentukan fiqh. Hal ini semua
mencerminkan adanya pengaruh yang cukup kuat dari kondisi lingkungan
sosial yang mengitarinya.

Kon< igurasi politik dari suatu negara, sama halnya dengan perubahan
sosial, bisa menyebabkan perubahan hukum. Suatu golongan yang dominan
dan dekat dengan penguasa politik, itulah yang memperoleh kekuasaan
untuk menerapkan hukum tertentu dan membuat kebijakan-kebijakan
lainya. Karena itulah adagium yang menyatakan bahwa 'siapa yang berkuasa,
tnaka itulah mazhab hukum yang berlaku' menjadi kenyataan sejarah.

Salah satu contoh da lam sejarah hukum di dunia Islam adalah ketika
Ibn al-Muqafia' (w. 139 H/756 M) mengusulkan legislasi hukum Islam kepada
Khalifah Abu Ja'far al-Mansur (754-775 M), maka yang diperintahkan untuk
menyusun dan mengkompilasi hukumnya adalah Malik ibn Anas. Perintah
atau permohonan ini dilakukan dua kali, yaitu pada tahun 148 H/765 M
dan 163 H/777 M. Walaupun saat itu Malik ibn Anas menolak, namun pada
masa Khalifah Harun al-Rasyid (Dinasti Abbasiyah), ia mengabulkannya.
Maka tersusunlah kitab al-Muwatta' yang kemudian dijadikan pedoman
resmi oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum
yang terjadi. Dipilihnya mazhab Maliki adalah karena saat itu yang dominan
dan mazhab yang dikehendaki oleh penguasa adalah mazhab Maliki.

Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuti, M-Asybah wa al-Naza'ir (Kairo: Isa al-
Babi al-Halabi, t.t.), p. 99. Lihat juga 'Abd al-Rahman al-Sabuni, Khalifah Babakr dan
Mahmud Tantawi, Al-Madkhal Ila al-Fiqh wa Tarikh al-Tasyri'al-Islami (Kairo: Dar
al-Muslim, 1402/1982), p. 138.

uhat Muhammad Baltaji, Minhaj al-Tasyri' al-hl&my (Riyad: tnp., 1977), p.
79, dan Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law (London: Oxford University
Press, 1964), p. 55-56.
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Demikian juga pada tahun 1876 M di Turki tersusun kitab undang-undang
yangbernamaMajallat al-Ahkam al-'Adliyyah, dan pada tahun 1917 tersusun
Qanun al-'Aylat yang disebarluaskan di seluruh wilayah kerajaan Turki
Usmani. Karena yang dominan adalah Hanafiyyah (pengikut mazhab
Hanafi) dan mazhab Hanafi menjadi mazhab resmi negara, maka undang-
undang tersebut disusun berdasarkan fiqh mazhab Hanafi.

Manakala hukum Islam dikembangkan dalam kawasan yang sangat
luas, maka ia akan berinteraksi dengan berbagai kaidah lokal yang sangat
bervariasi seiring dengan variasi struktur dan kultur yang dianut oleh suatu
masyarakat. Oleh karena itulah muncul suatu produk hukum yangbercorak
lokal, seperti fiqh Hijazi, fiqh Misri, fiqh Hindi, dan di Indonesia muncul
gagasan tentang kebutuhan adanya formulas! fiqh Indonesia yang
dikemukakan pertama kali oleh TM. Hasbi ash-Shiddieqy (1904-1975) pada
tahun 1940. Hukum Islam, menurut Hasbi, hendaknya bukan merupakan
hukum yang diturankan dari fiqh orang-orang Arab, Mesir ataupun India,
akan tetapi fiqh yang sesuai dengan kondisi masyarakat muslim Indonesia
sendiri. Walaupun gagasan ini tidak meluas dan kurang mendapatkan

- sambutan dari para cendekiawan Islam saat itu, namun kemunculannya
tetap menjadi catatan sejarah yang tidak terhapuskan. Gagasan Hasbi ini
baru mendapatkan respon setelah Hazairin (1906-1975), seorang guru besar
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengeluarkan gagasan perlu
dibukanya pintu ijtihad untuk membentuk "Mazhab Indonesia" dalam
bidang hukum Islam.

Pada tahun 1991, kebutuhan akan formulasi fiqh Indonesia tersebut
terealisir dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991
tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang
oleh para perumusnya diidentifikasi sebagai fiqh Indonesia, karena memang
cara perumusannya di samping dengan memperhatikan perkembangan yang

Lihat A. Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam (Jakarta: Buian Bintang,
1986), p(. 218.

TM. Hasbi ash-Shiddieqy, Syari 'at Islam Menjawab Tantangan Zarnan (Jakarta:
Bulan Bintang, 1966), p. 33.

Lihat Nourouzzaraan ash-Shiddieqy, Fujh Indonesia Penggagas dan Gagasannya
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), p. 215 dst.

Hazairin, Tujuh Serangkai TentangHukum (Jakarta: Tintaraas, 1974), p. 115.
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terjadi secara global serta memperhatikan sistcm hukum Barat (civil law),
juga sangat memperhatikan sistem hukum adat yang memiliki titik temu
dengan sistem hukum Islam, sehingga, menurut para perumusnya, KHI
merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang berciri khas
keindonesiaan.

Kalau dilihat dari kacamata politik hukum Indonesia, keberadaan Kffl
tersebut bisa dikatakan sebagai prestasi puncak umat Islam Indonesia saat
itu dalam menjadikan sebagian substansi hukum Islam (dalam hal ini adalah
hukum keluarga, family law) sebagai hukum positif. Legislasi KHI bukanlah
semata-mata keberhasilan Majelis Ulama Indonesia yang mewakili umat
Islam, Departemen Agama RI yang mewakili pemerintah, dan Mahkamah
Agung yang mewakili pemegang kekuasaan yudikatif, melainkan karena
adanya "restu" dari penguasa, yakni politik hukum dan political will dari
negara. Bahkan peran negara dalam legislasi KHI ini terasa sangat besar,
karena negara, yakni rezim Orde Baru ketika itu, memegang hak monopoli
dalam pemberlakuan hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakal.
Justifikasi kekuasaan negara menjadi kunci bagi aplikasi hukum.

Di sisi lain, di luar sistem politik, masalah konfigurasi sosial juga
247merupakan penentu bagi pemberlakuan hukum Islam. Karena itulah

penerapan hukum Islam di Indonesia selalu memperhatikan masyarakatnya
yang plural. Dengan alasan pluralitas masyarakat itulah penerapan dan
pemberlakuan hukum Islam dalam pentas sosial politik Indonesia
kontemporer, khususnya masa Orde Baru, mengalami reduksi dan, karena
itu, selalu mengundang polemik. Pereduksian hukum Islam ini dilakukan
demi menjaga komitmen atas pluralitas agama, sehingga hukum Islam yang
diberlakukan pun hanya pada bidang hukum yang membuat penganut
agama lain merasa tidak terancam. Itulah sebabnya hukum Islam yang
mendapatkan legitimasi dan Justifikasi dalam tata hukum Indonesia hanya
pada bidang hukum mu'amalat (perdata), tidak termasuk hukum pidana
(jinayat). Itupun hanya terbatas pada bidang kewarisan, perkawinan, dan
perwakafan saja.

Cik Hasan Bisri, "Pengembangan Wilayah Pcnelittan dan Pranata SosiaT, dalam
Mimbar Studi, Jurnal Ilmu Agama Islam, Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, No. 1
tahun XXIII, September-Desember 1992, p. 92.
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Cara pendekatan terhadap hukum Islam yang lebih memper-
timbangkan variabel-variabel sosial, politik dan sejarah yang mempengaruhi
pembentukan sistem hukum Islam ini sesungguhnya merupakan keharusan
mengingat kenyataan penampilan hukum Islam itu sendiri di berbagai
negara Islam tidak seragam. Ketidakseragaman itu sebagai akibat dari faktor-
faktor sosio-kultural dan sosio-politik yang melingkupinya. Perbedaan hukum
di berbagai negara Islam itu mengarah kepada suatu bukti epistemologis
yang sama bahwa hukum Islam pada kenyataannya tidak resistan dari
pengaruh-pengaruh sosial politik yang melingkupi perkembangannya.
Perubahan-perubahan yang terjadi dalam dataran substantif hukum Islam
di berbagai belahan dunia Islam menjadi penguat dari fakta bahwa hukum
Islam pada dasarnya merupakan resultant dari interaksi antara para ulama
sebagai perumus hukum dan faktor-faktor sosial politik yang ada di
sekitarnya, termasuk konfigurasi politik negara. Hal seperti itu bisa
digambarkan dalam diagram berikut ini:

Pemikiran Hukum Islam
Konfigurasi Masyarakat Islam
Konfigurasi Kekuatan Politik
Pembaharuan Hukum Islam
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C. Hubungan Konfigurasi Sosial-Politik dengan Hukum Islam dalam
Sejarah Indonesia

Di Indonesia, yang penduduknya mayoritas Muslim, hukum Islam
menempati posisi yang paling tinggi di dalam masyarakat, meskipun istilah
'hukum Islam' dalam masyarakat itu masih sebatas pengertian "fiqh". Fiqh
bukanlah hukum positif yang telah dirumuskan secara sistematik dan
unifikatif. Fiqh adalah kandungan ajaran atau ilmu hukum Islam. Jadi, fiqh
sebenarnya adalah doktrin hukum Islam, atau lebih tepat dikatakan pendapat
dan ajaran para imam mazhab.

Sejak awal kedatangan Islam di bumi Nusantara, tata hukum Islam
sudah diterapkan dan dikembangkan di lingkungan masyarakat Muslim
Indonesia. Akan tetapi, apa yang disebut sebagai hukum Islam dalam
masyarakat itu masih bercorak pembahasan fiqh, yakni masih bersifat
doktrin hukum yang berorientasi kepada ajaran imam mazhab. Untuk
mempositifkan tata hukum Islam diperlukan legislasi dari negara, maka
kemudian dari sini politik hukum penguasalah yang berperan. Akan
diarahkan ke mana sistem hukum Islam yang di dalam masyarakat masih
berupa fiqh (doktrin hukum) itu hendak dikembangkan.

249Upaya mempositifkan sistem tata hukum Islam sebagai salah satu
sistem tata hukum yang diakui keberadaan dan hak hidupnya di Indonesia,
sudah pernah dilakukan sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di
Nusantara, meskipun pada masa itu belum pernah disusun suatu buku
hukum positif yang sistematik dan unifikatif. Hukum yang diterapkan masih
tetap berupa abstraksi yang ditarik dari kandungan doktrin fiqh.

Menjadikan tata hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku di
Indonesia secara konstitusional, dimulai sejak kedatangan bangsa Belanda
ke wilayah Nusantara. Pada masa penjajahan Belanda itu, upaya
mempositifkan tata hukum Islam diwarnai dengan tarik menarik antara
hukum Islam dan hukum adat, sehingga terjadi dinamika sesuai dengan
kehendak penguasa. Dari tarik menarik itu, dalam sejarah hukum di Indo-

R/i. Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan
Abstraksi Hukum Islam", dalam Cik Hasan Bisri (ed.), Kompilasi Hukum Islam dalam
Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Logos, 1999), p. 23.

"ibid., p. 24.

Bani Syarif Mould: Realitas Hukum IslamDalam Konfigurasi Sosial dan Politik...



nesia, menghasilkan dua teori, yaitu teori receptio in complexu yang
memberlakukan hukum Islam bagi masyarakat Indonesia asli (pribumi),
dan teori receptie yang berusaha menyingkirkan hukum Islam dan
menggantinya dengan hukum adat bagi warga pribumi.

Memang, ketika berbicara mengenai hukum Islam di Indonesia tentu
akan berkait dengan hukum adat baik secara langsung maupun tidak. Hal
ini dapat dilihat dari sejarah hukum Islam di Indonesia yang telah
membuktikan bahwa antara hukum Islam dan hukum adat selalu terjadi
interaksi satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Adanya beberapa teori
tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia mulai dari teori receptio in
complexu, teori receptie, teori receptie exit dan terakhir teori receptio a
contrario mencerminkan adanya interaksi atau pergumulan antara hukum
Islam dan hukum adat, baik itu karena pengaruh kondisi sosial, budaya
maupun politik.

Berdasarkan teori-teori itu dapat diketahui bahwa sebenarnya telah
terjadi dinamika dalam pemberlakuan hukum Islam di Indonesia yang
sangat terkait dengan situasi sosial dan politik serta tidak bisa lepas dari
kebijakan yang dibuat pemerintah sebagai pemegang kekuasaan politik
tertinggi. Sejarah hukum di Indonesia telah menyebutkan bahwa pada masa
penjajahan Belanda, keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum pada
waktu itu telah terbagi ke dalam dua periode, pertama, periode penerimaan
hukum Islam sepenuhnya (receptio in complexu), dan kedua periode
penerimaan hukum Islam oleh hukum adat (receptie).

Pada masa kemerdekaan, meskipun sejak tahun 1945 Indonesia telah
menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, namun tidak secara
otomatis membawa arus perubahan yang langsung dan menyeluruh dalam
bidang hukum. Pada saat dibacakan naskah proklamasi kemerdekaan
Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, hukum di Indonesia
secara esensial tidak terlalu berbeda dengan hukum yang ada pada masa-

Ismail Suny, "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indone-
sia", dalam Amrullah Ahmad (Ed.), Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum
National (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), p. 131, lihat juga Juhaya S. Praja,
"Pengantar", dalam Eddi Rudiana Arief (Ed.), Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan
dan Pembentukan, cet.2 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), p. X.
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